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PENDAHULUAN
Labur Belnicang

sepanjang  dekade terakhir penjalanan otonemi  daerah  di
Indonasia menarik untuk dicermati. Bredasarkan UU No, 22 dan No, 25
tahun 1993 tantang otenami deerah, menderong berkurangnya geran dan
pengaruh pemerintah pusat padas pemerintah daerah. Sementara itn
berlakunya LU Ne, 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan dari UU
Mo, 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi duerah telah membatasi
penerimaan pemerintah  daerah. Pembalasan  penerimaan pemerintah
dacraht ini telah mengakibatkan lingkat kepastian pendapatan daerah
menjaci lebih rendah dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU
tersabut (Halim, 2001)

Pada kondisi pomerintah daerah yang menpalami tekanan
keuangan (frsenl siress) ini dan pelaksanaan UU otonemi daerah
mengakibatkan kelidakpastian pemerintah daerah, utamanya dari segi
keuangannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kinerja keuangan
pemerintah kabupaten/kota yang lebih rendah daripada sebelum adanya
Jiscal stress yang ditandai dengan adanva krisis ekenami (Haryadi, 2002)

Derdasarkan latar belakang yarg telah disampaikan di atas,
kebijakan otonomi daerah menderong berkurainginys peran pemerintah
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pusat dan memurunnya bantuan pemerintah pusal pada keuangan daerah.
Dengan berkurangnya schtor penerimaan daerah, akan berpengaruh
lerhadap sektor pengeluaran dasrah Selingga permasalahan yang Hmbul
adalah apakah terjadi perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah
sehelum dan sesudal acdiiya otonomi daerah 7

Penelitian  ini bertujuan  untmuk memperolch  bukti empiris
mengenai perkembangan kebijakan otonomi daerah yang terjadi pada
pemerintal daerah kabupaten/kota di Jawa Timur pada kondisi Siscal
stress. Purkembanpan kebijakan yang baik akan menghasilkan kinerja
keuangan pemerintah dacrah yang lebih baik, Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah dacrah dalam
melakukan upaya-upaya smergis untuk meningkatkan pendapatan dan
pelayanan kepada publik di daerahnya,

Peicdisir Teart doa Feigembangen Hipolests

Kelelapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Namor
IV/ MPR/ 1973 mengenai Gavis-garis Besar Haluan Negara (GBEHN)
menparahkan otonemi pade olunomi yang nyata dan bertanpgungjawab.
Menurut Kristiadi (3000) istilah nyata menganding art otonomi daerah
harus didasarkan pada  faklo-taktor, perhitungan-perhitungan dan
kebijakan-kebijakan yang bemar-benar secara nyata menjamin daerah
mampu  menguius  rumah  langganya  sendir,  Sedangkan  istilah
berlanggungjawab memunyal makna bahwa pemberian clonomi kepada
daerah harus benar-bepar sejalan dengan fujuannya, Perumusan ini
mencerminkan bahwa hakikat atonomi lebih merupakan kewajiban
daripada hak, veilu kewajiban daerah untuk lebih mclancarkan jalannya
pembangunan sebagai sarana untuk mencapai jalannya kesejahteraan
rakyal wang harus diterima can dilaksanakan dengan penuh
tangungjawab. Kineja kevangan pemerntah daerah yang laik akan
mendorong tercapaiaya tujuan olonomi dacral.

Fenamena vang dinlami negeri kita saal ini menunjukkan bahwa
Indanesia mengalwni fiseal siress, Sesuai dengan teori yang dikemukakan
Spicer dan Bingham {(1991) dalom Halim (2000), yang menyatakan sebagai
berikut ; When chniglie sconomis, demographis and poiitioal fector Nt the
growih of mevesiies, conteinuet of heniger becomes much wre difficnli, miel
fiscal steezs iy be cesulhed (Soiver and Bingham; 1991, p.107)

Hingga seal ini penclitian mengenai otonami daerah dan fiscn!
siess masih  rclative  sedikit  Penclitian  banyak  difokuskan  pada
penganggaran pemerintah daerah, yang lebih banyak menmbahas sisi
penerimaan  daerzh. Mardiasmo  (2000) dalam  Halim (2001}, dalam
studinya mengenai peazrapan UL No. 25 lehun 1999 pada propinsi Nusa
Tenggara Timur dan Xabupaten Tumor Tengah Selatan, menganalisis
dampak ULl tersebut pada sliukiur penermmaesn yang dikaitkan dengan
estimasi dana  penimbangan. Hasiloya menunjukkan dampak yang
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negative, vang berart balbwa proporsi sbuktur PAD dua dacrah terscbut
mengalami penurunan.

Mazara (1997) dalam Halim (2001), memfokuskan penelitian pada
ketimpangan struktur penerimaan daciah untuk propinsi kawasan Barat
dan Timur Indonesia, Hasilnya menunjulkkan bahwa pada kawasan Barat
dan ‘Limur tidak mencermmnkan ketimpangan steuklus  pencrimaan,
kecuali pada Jawa dan luar Jawa,

Suharionn (2001 monelib UL Na. 18 tahun 1997 pase struktur
PAD Kabupaten Situbondo. Hasiloya menunjuckan bahwa kontribusi
retribusi daerah terhadap PAD mengelami penurunan, sebaliknya
konbiibusi pajak dasrah mengalami kenatkan.

I‘Iaiinl {Eﬂﬂl':l menelib peran PATY dalam APRLE sebelum dan
sesullah fiscal stress pada propinst di Indonesia, Hasilnya menunjukkan
bahwa tdak ada perbedaan kontribusi PAD dalam ATBET,

Haryadi (2002) dalam studi kasus d: propinsi Jawa Timwr
mengenai  kinerja  keuangan  pemeriniah  Kabupaten/Kota  dalam
menghadapi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan asil bahwa fiscal
stress yang dilandal dengan krisis ckoromi membawa pengamh yang
besar pacla kinerja kevangan pemerintal daeral, .

Mendasarkan pada borbagai hasil penelitian di atas, maka pada
peneliian ini akan dianalisis dampak berlakunya kebijakan otonomi
daeraly lerhadap kinerja keuangan daerah. Untuk itu dikembangkan
cmpat hipotesis nol vaitu;
H1 : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dacrah

antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU dtonemi dacrah
Ketiga hipotesis berikul ini mcrupakan pengembangan dari hipotesis
pertama, vaitu ;

i

HZ ¢ Tidak terdapat perhcdann kemampuan pembinyasn pemerintah
daerah antara sebelum dan sesudah dibaclakokannya UL oronomi
daerah

H2 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan mebilisasi daerah antara
sebelum dan sesudah diberfakukannva UL otonomi daerah

H4 : Tidak terdapat perbedaan tingkat desentralisasi fiskal antara

sebelum dan sesudah diberlakukannya UL otonomi daerah

Eeempat hipotesis lersebul menckankan pada tetap atau lidak
berubalnya kinerja keuangan daerah. Hal ini logis karena dengan adanya
fiscnl stress dan perubahan kebijakan otonomi pemerintali yang baru
berjalan, maka pemerintah daerah masih mengandalkan bantuan dari
pemerintah pusat.

METODOLOGI PENELITIAN
Populasi don Smngel

Populasi  peneliian ini adelah  pemerintzh  kabupater/ kota
diseluruh propinsi di Indonesia. Oleh karena penelitian ini dirancang
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sebagai suatu studi kasus, maka dipilih suatu propinsi yaitu Propinsi Jawa
Timur semata-mata dengan alasan praktis. Sampel penelitian adalah
seluruh kabupaten/keta di [awa Timur yang barjumlah 37, terdiri atas 29
pemerintah kabupaten dan 8 pemerintaly keta.

Data tentang vealisasi Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
I:APED} 'Flenn-_-rintﬂh kalu :._:Fxlenl,"!-'.ula urluk FET‘]'.ndE schelum dan sesudah
otonom: daerah diambil dari lTsporan stalistik keuangan  pemerintah
dacrah kabupaten/kota propinst Jawa Timur vang diterbitkan olel Biro
Fusat Statistik (B1'S). Periede APBD yang menjadi pengamatan adalah
tahun anggaran 1998 ,/19%9 sebagai periade sebelum otonemi dacrah dan
pericide anggaran mhun 2000 sebapai periode sesudah otonemi daerah,
sedangken whun anpgaran 1999/ 2000 Hdak dimasukkan dalam penelitian
karema merupakan perinde Derlakunya kebijakan ctonomi daerah.

Virriaie! Penalebian
Variabel penelitian adalah kinerja kewangan pemerintah daerah
sobelum dan sesudah diberlakukannya UU otonomi daerah, yang terdiri
dari ;
o Kemompuwn: Pembiravan Daerah
Adalal kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya,
dinkur dengan rasio pendapatan asli daerah lerhadap jumlah
pengeluaran rutin non belanja pegawai
b, Kemampuan Mobilisasi Daerah
Adalah kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan,
divkur dengan rasio pajak dacrab lerhadap pendapatan asli
daerah
g Tingkat Deseuiralisest Fisioal
Adalah tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan
kepada pomerintah daegrab untuk melksanakan pembangunan,
divkur dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap total
penerimeaan daerah

Teleuits Awalisis

Perngujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk dua sampel
yang berpasangan (Pawed Sample T Testp Uji ini digunakan dengan
menguji dua buah rate-rata dari data sampel yang berpasangan, vaitu
dengan membandinglkan rala-rata dua sampel yang berpasangan dimana
subyek yang sama mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang
berbeda [Santoso, 2000100

Pengpunaan statistik parametris dengan Pared Sample T Test
bekerja dengan asumsi bahwa seliap variabel penelitian yang akan
dianalisis membentuk dishribusi narmal. Normalitas data diuji dengan
mengeunakan lekinil aji Liligfors. Jika date Hdak normal, makes untuk
membuat kepubusan hastl peneliian digunakan teknik stabstik non
parametris dengan Wilcoxon Aalal Pafres Test (Suglvone; 199968
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HASIL DAN FEMBAHASAN
Fenguficn Mormalitas (daia

Hasil pengujian normalitas data veriabel penelilian dengan uji
Lrleefores [Kolmoporov-Smirnev) pada tabel T menunjulkkan bahwa sermos
data ddak terdistribusi secara normal.

Tabel L Uji Mormalibas Data I:J[-!!I‘.I:I':_I:_'. i@ =5%

Rasio Sig.Sebelum Sig Sasudah Ieputusan
Kemampuan Dembiayaan o022 Q7 Tidak Normal
Kemampuen Mobhilisasi 0,007 aay Tidak Mormal
Cesenkralisest Fiskal 2,002 N005 | Tidak Mormal

Pengtypiot Hipatesis

Hasil pengujian hipalesis dengan Madeed Sapeple © Test ditunjukkan
pada tabel 2, sedangkan pengujian dengan Wilceacu Motch Pairs Tes!
ditunjukkan pada tabel 3. hasil pengujian dengan Paired Sample © Test
terhadap hipolesis kedua dan ketiga adalah tidak lerdapat perbedaan
kinerja keuanman yang divkur dengan kemampuan pembavaran dan
kemampuan maebilisasi antara sebelum dan sesudah berlakunya LU
olonami daerah. Hal ini lampale pada hasil @ oalie sebosar 0,444 dengan
probabilitas 0,660 untuk kemampuan pembinyaan dae ¢ solur sebesar -
0,764 dengan probabilitas 0,450 untuk kemampuan probabilitas. Nilas
mean sebelum den sesudaly berlakonya alenomi, meskipan |11u:.-."|['l.1||an1:
perubahan, menurun untuk kemampuan pembiayvaan dan menmnghkat
uptuk kemampuan mohilisasi, letapi perubahan tersebut tidak signifikan
yaitu masing-masing sebesar 14685 dan - 1,437,

Tabel 2 Ui Hipotesis dengan Peired Swirpie ¢ Test o0 = 5]

Fair hiean b Sign. Keputusan
Kemampuan o BTET 044 660 He Dhiterima
Pambiayaan 53,1892 ] 3
Kemampuan 24,7568 0,764 1430 Ho Diterima
Mobilisasi LB | e e TR L e [
Clespntralisas 1183784 4,335 (.00 He Ditolak
Fiskal oagw i
Kclerangan

1 sabelum berfakunya ULl atenomi dasrah
b sesudah berlakunyva UU otonomi daerah

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat adalah terdapal
perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan desentralisasi fiskal
antara sebelum dan sesudah berlakunva UL olonomi dacrah. Ial ini
dibuktikan dengan ¢ valie sehesar 4,535 dengan probabilitas 0,000, Dard
nilai rata-rata eebelum dan secudah berlakunya U gtonomi dasrah
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tampak bahwa terjadi penurunan nilai mean vang signifikan sebesar
2,656

Tabel 3. Uji Hipotesis desgan Wileoxon Matel Pairs Teslin = 5%

b Pair il Asymp.Siz. Kepukusan
Kemampuan Pembiavaan -0715 0,475 Ho Diterima
Kemampuan Maobilizas -07156 (.87 Ho Diterima

| Desentralizast Fiskal -3,764 [ 0,000 | Ha Dilolak

Hasil pengujian dengan Wiicoxon Match Prirs Test terhadap
hipotesis kedua, ketiga dan keempat menunjukkan hasil yang sama
dengan hasil pengojian dengan Puied Swnple ¢ Test, Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis kedua sampai keempat, dapat disimpulkan bahwa
hasil pengujian hipotesis pertama tidak dapat menclak hipolesis nol
Pengujiannya dilakukan dengan menphitung nilai rata-rata kinerja
kevanpan berdasarkan ketipga pengukoran i atas yang selanjuinya diuj
dengan Pefred Sample ¢ Test dan Waleoxon Matelh Pairs Test (table 4), Dari
kedua alat uji tersebut diperoleh ! value sebesar 1,776 dengan probabilitas
0,443, Z scbesar -1,592 dengan probabilitas 0,111, Hal ini berarti bahwa
tidak lerdapal perbedaar Linerja keuangan antara sebelum dan sesudah
berlaku UL gtonomi dacrah,

_Vageld. Uji Kinerje Kevangan dengan Pured Sanple t Test dan Wilcozar Match Pairs

Pair | Mean T Hig, 7 AsvmpSig. | Keputusan
Kinerja Ex N A 0,773 0,443 1,552 L0 R I'To
Kuumjgun e, 0541 b | a Crterima
Keterangzan

* 1 sebelum berlakurya U otonomi daerah
b sesudal berlakunya UL otonomi daerah

KLESIMPLLAN

Herdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisisnya, dapal
dikemukakan beberapa hesimpulan antara lain; i
1 Apabila dilihat davi aspek kemampuan pembiayaan dan mobilitas,
bukt  empiris  menunjukkan  bahwa  Hngkat  kemampuan
nembiavaan dan mabilitas pemerintah dacrah kabupaten/ kota
sebelunt  berlakunya ULD alonomi daerah tulak mengalami
pornialian
2 Apabila dilthat dari aspek desentralizasi fiskal, bukli empiris
menunjuklkan bahwa lerdapat perbedaan desenbralisasi fiskal
aritara sebelum dan sesudah berlakunyva UU otonomi daerah
Perubahan vang terjadi adalah menurun, yang berarti bahwa
meskipun sudab dilerapkan ctonemi daerah telapi satu lahun
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anggaran setelah kebijakan ditetapkan, Engkat kewenangan dan
tanggungjawab  yang diberikan  pemerintah  pusal  kepada
pemerintah dacrah masih belum meningkat.

3. becara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/ kota
tidak berbeda antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU
otanomi dasrah,

Kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah
pemiliban sanple vang banva diambil dari propinsi Jaws Timur
menyebabkan generalisasi masih sulit dilakukan dan pengukuran kinerja
keuangan hanya menppunakan tiga penguluran yang seharusnya bisa
dilakukan pengukuran lain, Oleh karena itu, pensliian selanjutnya
diharapkan dapal memperluas sonple penelitian dan dapat menggunakan
pengukuran kinerja kevangan yang lebili mencakup setiap aspek
Keuanpan pemerintah dasrah.
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